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Abstrak 

Sudah selayaknya, negara memberikan jaminan atas hak, kesempatan, dan memberikan 
perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan dan 
penghasilan uang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, 
keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah  
bagaimana  pengaturan pekerja migran Indonesia informal menurut Undang Undang Nomor 
18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran, bagaimana perlindungan terhadap 
pekerja migran Indonesia informal menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang 
Perlindungan Pekerja Migran, bagaimana hambatan dalam memberikan perlindungan pekerja 
migran Indonesia informal menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang 
Perlindungan Pekerja Migran dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan 
adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni 
penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti 
terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengaturan penempatan pekerja migran Indonesia  adalah berdasarkan 
peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik 
Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.  Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia 
informal menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja 
Migran  beserta aturan turunannya  menjadi pegangan bagi atase ketenagakerjaan dan/atau 
pejabat luar negeri yang ditunjuk. Namun, hal ini tidaklah mudah mengingat kompleksitas 
perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri sangat beragam, serta dapat muncul 
hal-hal yang tidak terduga sebelumnya.  Hambatan dalam memberikan perlindungan pekerja 
migran Indonesia informal adalah lemahnya pengawasan sejalan dengan struktur 
pemerintahan antara pemerintah pusat kementerian tenaga kerja sebagai penerbit izin dengan 
dinas sektoral ketenagkerjaan di daerah. 

 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia. 

 

Abstract  

It is appropriate, the state guarantees rights, opportunities, and provides protection for every 

citizen without discrimination to get a job and decent money income, both at home and 

abroad in accordance with their expertise, skills, talents, interests and abilities. The 

formulation of the problem in this thesis is how to regulate informal Indonesian migrant 

workers according to Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Migrant 

Workers, how to protect informal Indonesian migrant workers according to Law Number 18 

of 2017 concerning Protection of Migrant Workers, how are the obstacles in providing 

protection for migrant workers Informal Indonesia according to Law Number 18 of 2017 

concerning the Protection of Migrant Workers and efforts to overcome it. The research 
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method used is descriptive analysis which leads to normative juridical legal research, namely 

research carried out by referring to legal norms, namely examining library materials or 

secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, 

secondary legal materials and tertiary legal materials. The results show that the regulation of 
the placement of Indonesian migrant workers is based on statutory regulations, namely Law 

13 of 2003 concerning Manpower, Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2017 

concerning Protection of Indonesian Migrant Workers, Regulation of the Minister of 

Manpower of the Republic of Indonesia Number 22 of 2014 concerning Implementation of 

Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad. Protection of informal Indonesian 

migrant workers according to Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Migrant 

Workers and its derivative regulations are the guidelines for labor attaches and / or 

appointed foreign officials. However, this is not easy considering the complexities of 

protecting Indonesian migrant workers abroad, as well as things that may not be unexpected 

beforehand. The obstacle in providing protection for informal Indonesian migrant workers is 

the weakness of supervision in line with the governance structure between the central 

government, the Ministry of Manpower as the issuer of the license and the sectoral 

manpower office in the regions.  

Keywords: Legal Protection, Indonesian Migrant Workers.  

 

I. PENDAHULUAN 

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 1 ditegaskan bahwa negara 

Indonesia adalah negera hukum. Gagasan mendasar yang melandasi dilakukannya perubahan 

UUD NRI Tahun 1945 adalah gagasan untuk menegakkan paham negara hukum. Sejalan 

dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya 

jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh 

kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan.1 

UUD NRI Tahun 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan 

kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan 

yang layak. Upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terbaik kepada 

calon pekerja migran (tenaga kerja Indonesia) melalui berbagai kebijakan dan program 

pengelolaan migrasi tenaga kerja yang bertujuan untuk mencapai migrasi yang aman dan 

adil.2 

Pembangunan ketenagakerjaan dilandasi oleh Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 

yang berbunyi : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan”, dan untuk menanggulangi masalah tersebut pemerintah telah mengambil 

 
1Ibnu Affan, Problematika Eksekusi Putusan Perkara PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) 

Rekonstruksi Polikik Hukum Berbasis Hukum Progresif, Perdana Publishing, Medan, 2018,  h.2. 
2 Ayumidah. Blantika Hukum Ketenagakerjaan, Sofmedia, Jakarta, 2011, h.3. 
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kebijaksanaan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, 

setiap pekerja/buruh mempunyai hak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan 

kesehatan kerja, moral dan kesusilaan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat 

manusia serta nilai-nilai agama.3 

Pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja migran 

Indonesia di luar negeri, membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pada konsideran menimbang huruf c, d dan e, 

disebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan 

manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, 

kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi 

manusia.  

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa pekerja migran Indonesia adalah “setiap 

warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan 

menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.” Dengan adanya tenaga kerja yang 

bermigran ke luar negeri, tentu pemerintah Indonesia sangat diuntungkan, karena selain bisa 

mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri, juga bisa meningkatkan devisa negara.4 

Tujuan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia adalah bahwa Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan 

manusia, harus dilindungi termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, 

kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain 

yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).5 

Adapun pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia bertujuan untuk:  

1. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan 

Pekerja Migran Indonesia;  

2. Menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan 

keluarganya. 6 

 
3Didit Purnomo, “Fenomena Migrasi Tenaga Kerja Dan Perannya Bagi Pembangunan Daerah Asal”, Jurnal Ekonomi 

Pembangunan Vol. 10, No.1, Juni 2019, h.84 
4Adharinalti, “Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Irregular Di Luar Negeri”. Jurnal Rechtsvinding, Vol.1 

No 2 Tahun 2016, h.45. 
5Adnan Hamid,  Menuju Kebijakan yang Adil Bagi Pekerja Migran, FHUP Press, Jakarta, 2018, h.4. 
6Adnan Hamid,  Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi  Pekerja Migran (Tinjauan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 

Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, 2019, h10. 
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Tenaga kerja sebagai pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu 

maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam 

aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan 

masyarakat. Tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan 

merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Indikasi ini bisa dilihat pada 

masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya 

kesempatan kerja yang disediakan.7 

Pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan 

yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan 

kedudukannya, diperlukan adanya pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan 

kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya 

sesuai dengan harkat dan martabat manusia.8  

Kegiatan pembangunan ketenagakerjaan melibatkan berbagai faktor, seperti pekerja 

dan pengusaha. Disisi lain terdapat juga pekerja yang melakukan kegiatan usaha sendiri 

(sektor informal) yang relatif lebih mandiri dibandingkan dengan sektor formal. Sektor 

informal memberikan kemungkinan terhadap tenaga kerja yang berlebih di pedesaan untuk 

migrasi dari kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, sektor informal sangat penting bagi 

berpenduduk besar, dimana sektor informal yang bersifat padat karya mampu menyerap 

tenaga kerja dalam jumlah besar.9 

Sektor informal identik dengan ketidakorganisiran, ketidakteraturan, tidak terdaftar, 

dan merupakan tempat bagi yang berpendidikan rendah dan tidak mampu bersaing menuju 

posisi pekerjaan yang mapan di sektor formal. Masyarakat yang tidak memiliki keterampilan 

dan pendidikan yang memadai merupakan komunitas terbesar sebagai pelaku kegiatan 

ekonomi informal, yang mana untuk memasukinya tidak memerlukan pendidikan formal dan 

keterampilan yang tinggi, tidak memerlukan surat-surat izin resmi serta modal besar untuk 

memproduksi barang dan jasa. Mereka umumnya berada dalam unit usaha berskala kecil, 

dengan kuantitas yang cukup banyak sehingga seringkali mengganggu ketertiban kota dalam 

kaitan itu, sektor informal justru cukup berperan.10  

Keberadaan dan kelangsungan kegiatan sektor informal dalam sistem ekonomi yang 

berperan cukup penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan nasional. 

 
7Lalu Husni. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 3. 
8Ida Hanifah Lubis, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia,  Ratu Jaya, Jakarta, 2016, h.6 
9 Ibid, h.9 
10A. Ridwan Halim, Hukum Perburuhan Aktual, Jakarta: Pradnya Paramitha, Jakarta, 2017, h.6. 
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Setidaknya, ketika program pembangunan kurang mampu menyediakan peluang kerja bagi 

angkatan kerja, bekerja disektor informal dengan segala kekurangannya mampu berperan 

sebagai penampung dan alternatif peluang kerja bagi para pencari kerja seperti masalah 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat.11 

Sektor informal mempunyai peranan yang penting dalam mengurangi tingkat 

pengangguran karena pelaku sektor informal menciptakan lapangan kerja sendiri dan 

memiliki pendapatan yang cukup untuk menghidupi semua tanggungan keluarga. Beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi penawaran tenaga kerja di sektor informal adalah 

pendapatan, modal, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, dan jenis kelamin. 

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja di sektor informal adalah 

jumlah tanggungan keluarga. Semakin banyak anggota keluarga berarti relatif semakin 

banyak pula kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Hal tersebut mendorong anggota 

keluarga untuk ikut bekerja guna memenuhi kebutuhan ekonomi. Sektor informal disini 

merupakan unit usaha yang diciptakan oleh masyarakat sebagai sarana untuk mencukupi 

kebutuhan hidup yang dirasakan  sulit. Unit usaha sektor tersebut meliputi : pedagang, 

pedagang keliling, rental dan pengetikan komputer, penjual sayur, toko fotokopy, tolo alat 

tulis, laundry, permak pakaian dan lain-lain.12 

Pertambahan jumlah pekerja sektor informal belum bisa dikatakan bahwa masyarakat 

akan sejahtera, tetapi dapat menimbulkan resiko sosial yang muncul ketika sedang melakukan 

pekerjaan yang dapat mengancam keselamatan pekerja seperti kecelakaan saat ingin pergi 

ketempat kerja, terkena penyakit akibat pekerjaan sehingga menyebabkan perlunya adanya 

perlindungan dan jaminan sosial bagi para pekerja. Secara faktual, rendahnya aspek 

perlindungan sosial pekerja di sektor informal menyebabkan mereka hidup dalam 

ketidakpastian.13 

Kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya sendiri dan penghasilan 

yang cukup besar dan yang tampak lebih menarik di negara tujuan telah menjadi pemicu 

terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional. Pendapatan yang meningkat di negara 

yang sedang berkembang memungkinkan penduduk di negara berkembang untuk pergi 

 
11Hartono Widodo dan R. Jossi Belgradoputra, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jurnal Binamulia Hukum, 

Vol. 8 No. 1, Juli 2019, h.109. 
11 Ibid,  h. 108. 
12Agusmidah, Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum. Sofmedia, Jakarta, 2018, h.41. 
13 Ibid, h.42. 
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melintas batas negara, informasi yang sudah mendunia dan kemudahan transportasi juga 

berperan meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara internasional.14 

 Banyaknya pekerja migran Indonesia yang sedang mencari pekerjaan menimbulkan 

banyaknya pula berdiri perusahaan-perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia tetapi tidak semua 

perusahaan-perusahaan tersebut memenuhi syarat atau sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, pada akhirnya  yang menjadi korban adalah pekerja migran 

Indonesia itu sendiri, karena pekerja migran Indonesia kurang mengetahui atau kurang 

mendapat informasi mengenai perusahaan jasa tenaga kerja yang melakukan pengiriman dan 

penempatan pekerja migran sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.15 

 Pekerja migran Indonesia yang dikirim ke luar negeri ternyata tidak mendapatkan 

perlakuan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pengiriman pekerja 

migran seperti pekerja migran Indonesia yang menerima upah tidak sesuai dengan ketentuan 

dan diberlakukan semena-mena bahkan ada yang sampai di tujuan tetapi tidak mendapatkan 

pekerjaan sebagaimana disepakati sebelumnya.16  

Prakteknya, tidak semua impian atau harapan tersebut bisa dicapai dengan sempurna, 

hal ini dialami oleh banyak tenaga kerja Indonesia yang bermigran ke luar negeri, seperti ke 

Malaysia, Brunei, Arab Saudi, dan lain-lain. Para pekerja migran di negara-negara tujuan 

tersebut banyak tenaga kerja mengalami permasalahan dimana mereka diperlakukan tidak 

semestinya oleh sang majikan.17 

Sebagai contoh nyata ialah kasus yang dialami oleh Sumiyati, TKI asal Nusa 

Tenggara Barat yang pada saat itu bekerja di Arab Saudi, dianiaya secara sadis oleh majikan 

perempuannya kemudian dibakar hidup-hidup dan jasadnya yang hangus dibiarkan begitu 

saja di lantai atas rumah. Pada tahun 2017, Wasni seorang TKI asal Kabupaten Cirebon, Jawa 

Barat menjadi korban penyiksaan majikannya di Riyadh, Saudi Arabia, korban juga tidak 

diberikan gaji selama hampir empat tahun bekerja. Pada tahun 2018, Adelina Lisao seorang 

TKI asal Nusa Tenggara Timur yang meninggal di Penang akibat kurang gizi dan luka-luka 

yang diduga disebabkan aksi kekerasan majikan, dan tentu masih banyak lagi kasus-kasus 

lainnya.18 Berdasarkan beberapa contoh kasus yang telah disebutkan, maka perlu adanya 

suatu perlindungan yang mampu mengatasi persoalan atau permasalahan yang ada selama ini 

 
14 Ibid, h. 45. 
15Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia, 

Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, h.28. 
16Ida Hanifah Lubis. Op.Cit, h. 7. 
17 Bambang Widiyahseno, “Paradigma Baru Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Undang-

Undang RI Nomor 18 Tahun 2017”, Jurnal Sosio Informa Vol. 4, No. 03, September - Desember, Tahun 2018, h.13. 
18 Ibid, h.14. 
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terkait dengan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, baik itu sebelum 

berangkat, selama bekerja, maupun setelah kembali pulang ke Indonesia.19 

Permasalahan yang terjadi pada pekerja migran Indonesia ini merupakan masalah 

bersama, baik itu dari masyarakat ataupun dari pemerintah harus bersama-sama bekerjasama 

dalam menanggulangi masalah ini, supaya kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih 

baik lagi dan pemerintah lebih serius mengamati berbagai macam masalah pekerja migran 

Indonesia ini sehingga pekerja migran Indonesia sebagai pahlawan devisa tidak hanya 

sebagai wacana saja.20 

Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik 

di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan 

sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia. 

Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan 

hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan 

penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, 

martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan 

penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional.21 

 

II. Metode Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, 

menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan 

secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk 

menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu 

antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.22 Maksud utama analisis terhadap bahan 

hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam 

aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam 

praktik dan putusan-putusan hukum.23 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang 

digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.24 Jenis penelitian yang digunakan dalam 

 
19 Lalu Husni. Op.Cit, h. 20. 
20 Adnan Hamid, Op.Cit, h.59. 
21Adharinali, Op.Cit, h.4. 
22Kontjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 2007, h. 42. 
23Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h.310 
24Roni Hantijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta 2018, h.11 
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penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau 

bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat 

dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika 

hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum 

lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.25 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode 

penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian 

hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-

undangan.26  Meniliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum 

sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan 

sejarah hukum.27 Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan  (statute aproach)  

dalam   dengan menganalisis  perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia informal. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 

18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap 

warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk 

memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bekerja merupakan hak asasi manusia 

yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara menjamin 

hak, kesempatan, dan memberikan pelindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi 

untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang iayak, baik di dalam maupun di luar 

negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. 28 

Setiap manusia hidup membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi setiap kebutuhan 

hidupnya. Kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan melakukan suatu pekerjaan. Pekerjaan 

yang dilakukan tersebut untuk mendapatkan upah guna memenuhi kebutuhan hidupnya, baik 

untuk diri sendiri maupun keluarga. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 

yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

 
25 Ibrahim Johni, Op. Cit, h.336 
26 Ibid. h.337. 
27 Soejono Soekanto, Op.Cit, h. 39 
28Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia. 
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layak bagi kemanusiaan.” Adanya keterbatasan lapangan kerja dan kondisi perekonomian 

yang kurang menarik di negara asal, memicu orang-orang mencari pekerjaan di negara lain, 

sehingga memicu mobilitas tenaga kerja. Terjadinya mobilitas tenaga kerja migran tersebut 

terus mengalami peningkatan serta memicu pertumbuhan angkatan kerja dan ketersediaan 

lapangan pekerjaan domestik.29 

Terjadinya mobilitas pekerja migran ke luar negeri membuat Pemerintah Indonesia 

harus memenuhi setiap hak dari pekerja migran tersebut. Banyaknya mobilitas pekerja 

migran ke luar negeri ini disebabkan karena kualitas hidup yang ditawarkan di luar negeri 

lebih tinggi. Namun hal ini tidak sebanding dengan terdapatnya kasus kekerasan yang terjadi 

terhadap pekerja migran di luar negeri mengharuskan pemerintah untuk memperhatikan 

kelangsungan hidup para pekerja migran. Permasalahan yang terjadi terhadap tenaga kerja 

migran Indonesia diluar negeri setidaknya ada beberapa kasus, seperti kasus penganiayaan, 

pelecehan seksual, adanya kasus yang melibatkan dipidanaya para pekerja migran, kasus gaji 

yang tidak dibayarkan, sampai kepada kasus pemutusan hubungan kerja secara sepihak.30 

Menurut G. Kartasapoetra bahwa tenaga kerja adalah  para pekerja yang bekerja 

pada perusahaan, dimana para pekerja itu harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja 

yang diadakan oleh pengusaha (majikan) yang bertanggung jawab atas lingkungan 

perusahaannya, untuk mana pekerja itu akan memperoleh upah dan atau jaminan hidup 

lainnhya yang wajar.31 

Menurut A. Ridwan Halim, bahwa yang dimaksud dengan  tenaga kerja adalah tiap 

orang yang mampu melakukan pekerjaan didalam atau diluar hubungan kerja guna 

menghasilkan barang-barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengertian ini 

sangat luas karena juga meliputi pegawai negeri yang bekerja pada instansi pemerintah yang 

dilindungi oleh Undang–Undang Kepegawaian. Juga pekerja yang dilindungi oleh Hukum 

Perpekerjaan serta pekerja yang belum memperoleh peluang pekerjaan (pencari kerja).32 

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang dimaksud dengan pekerja migran 

Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan 

pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia. 

 
 29Rosalina, Henny Natasha “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori 

Bekerjanya Hukum di Masyarakat”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020, h.175. 
30 Ibid. 
31G.Kartasapoetra, Op.Cit, h.17. 
32A. Ridwan Halim, Op.Cit, h.6. 
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Pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan 

kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat 

manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.33 Penempatan pekerja 

migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama 

bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, 

dan pelindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja 

yang sesuai dengan kepentingan nasional.34 

Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, 

atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. 

Beberapa permasalahan hukum akan bermunculan apabila pekerja migran Indonesia di luar 

negeri tidak diberikan suatu perlindungan. Dimulai dari sebelum bekerja, pekerja migran 

wajib diberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan. Bahkan 

perlindungan diberikan setelah bekerja yaitu keseluruhan aktivitas untuk memberikan 

perlindungan sejak pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di 

Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja 

produktif.35 

Pemerintah Pusat dan melakukan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap 

pelaksanaan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan dapat mengikutsertakan masyarakat.36  

Berdasarkan pengaturan hukum tentang pengiriman dan penempatan pekerja migran 

Indonesia, jelaskan bahwa akibat hukumnya apabila pengiriman pekerja migran Indonesia 

ternyata tidak sesuai dengan perekrutan maka  dapat dikenakan sanksi yang pidana dan sanksi 

administratif bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)  yaitu berupa 

penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan pekerja migran 

Indonesia oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), pencabutan izin 

serta. pembatalan keberangkatan calon pekerja migran Indonesia. 

Tidak dipenuhinya persyaratan salah satu dokumen perjalanan oleh Perusahaan 

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) maka hal tersebut sudah merupakan tindakan 

 
33Koesrianti, “Kewajiban Negara Pengirim dan Negara Penerima atas perlindungan pekerja Migran”, Jurnal 

Diplomasi, Vol 2 No 1, Maret 2019, h.127. 
34Payaman J. Simanjuntak, Kompleksitas Masalah Ketenagakerjaan, Majalah Buletin Departemen Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, Jakarta, 2014, h.92. 
35 Ibid, h.94. 
36 Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia 
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pidana. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa dokumen merupakan bukti utama bahwa tenaga 

kerja yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri. Tidak adanya 

satu saja dokumen, sudah beresiko tenaga kerja tersebut tidak memenuhi syarat atau illegal 

untuk bekerja di negara penempatan. Kondisi ini membuat tenaga kerja yang bersangkutan 

rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi atau perlakuan yang eksploitatif lainnya di 

negara tujuan penempatan. 

 

B. Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang 

Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran  

Setiap calon TKI/TKI memiliki hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Perlindungan dimaksud dimulai dari pra penempatan, masa 

penempatan sampai dengan purna penempatan. Perlindungan TKI yang dimaksudkan adalah 

segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya 

pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama 

maupun sesudah bekerja.37 

Permasalahan buruh migran menarik perhatian banyak pihak, terutama oleh ahli 

hukum. Perspektif perlindungan hak-hak asasi buruh atau tenaga kerja Indonesia perlu 

dibuatkan undang-undang yang tegas memberikan perlindungan bagi hak-hak tenaga kerja 

migran yang sejalan dengan Konvensi Internasional tahun 1990. di mana Undang-undang itu 

nantinya menempatkan buruh migran sebagai subjek. Hak-hak tenaga kerja yang harus 

dilindungi dalam undang-undang nantinya dapat menjamin adanya hak-hak sipil dan politik, 

ekonomi, sosial, dan budaya, dipenuhi hak memperoleh informasi, jaminan keselamatan kerja 

mulai dari perekrutan, penempatan, dan pemulangan. Untuk itu juga perlu kejelasan sanksi 

bagi pelanggar, kewajiban, dan tanggung jawab perusahaan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja 

Indonesia.38 

Seseorang sebagai buruh migran sering memperoleh kenyataan yang tidak sesuai 

dengan harapan. Kasus konflik perburuhan, kekerasan, penipuan, bahkan sampai kematian 

sering diberitakan di media cetak ataupun media elektronik. Persoalan buruh atau tenaga 

kerja migrant Indonesia semakin hari semakin komplek, seperti proses perekrutan, 

pemberangkatan, hubungan kerja, kondisi kerja di negara penempatan, pemulangan, 

perselisihan, dan pemutusan hubungan kerja, serta tindakan kekerasan oleh majikan 

 
37 Suria Ningsih, Mengenal Hukum Ketenagakerjaan, USU Press, Medan, 2011, h.179. 
38Erman Rajaguguk, Op.Cit, h.102. 
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mereka.39 Sementara banyak Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia belum mampu 

melindungi para tenaga kerja untuk mendapatkan perlakukan baik. 

Indonesia sebagai negara hukum dalam memenuhi hak atas pelindungan terhadap 

warga negaranya didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945, dimana berbunyi “melindungi 

segenap bangsa Indonesia”. Berdasarkan undang-undang tersebut, konsekuensinya setiap 

warga negara Indonesia harus dibela dan dilindungi hak konstitusionalnya untuk memperoleh 

perlindungan hukum dan memperoleh penghidupan yang layak.40 Perlindungan tersebut 

termasuk bagi mereka para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No.18 Tahun 2017, “Pekerja Migran Indonesia adalah 

setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan 

menerima upar di luar wilayah Republik Indonesia.” 

Pelindungan pekerja migran pada dasarnya telah diatur didalam Pasal 1 ayat (5) 

Undang-Undang No.18 Tahun 2017, dimana berbunyi, “Pekerja Migran Indonesia adalah 

segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migrant Indonesia dan/atau Pekerja 

Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya 

dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam 

aspek hukum, ekonomi, dan sosial.” 

Undang-undang ini merupakan ketentuan hukum yang dibentuk sebagai prosedur 

penempatan pekerja migran, seperti pelatihan pra-penempatan, program pra-keberangkatan, 

pemeriksaan kesehatan, perlindungan pekerja, penyelesaian perselisihan, pengawasan 

penempatan dan kegiatan pelindungan untuk pekerja migran Indonesia di luar negeri 

Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi kepada para pekerja migran Indonesia di luar negeri 

membuat pemerintah harus mengambil langkah untuk tetap melindungi warga negaranya di 

negara lain. 

Pekerja migran Indonesia yang hendak bekerja ke luar negeri sebelum diberangkatkan 

diwajibkan untuk membuat dan menandatangani suatu perjanjian dengan Perusahaan 

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atau dahulu dikenal dengan nama Perusahaan 

Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)  selaku agen penyalur. Surat perjanjian tersebut dikenal 

dengan nama Perjanjian Penempatan Kerja Antar Negara, agar kedua belah pihak dapat 

mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, tujuan utama dibuatnya perjanjian 

 
39Taty Krisnawati, Ketenagakerjaan dalam Perspektif Perlindungan Buruh, Komisi Pembaharuan Hukum Buruh, 

Jakarta, 2018, h.89. 
40Henny Natasha Rosalina, Op.Cit, h.178 
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penempatan adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah 

dalam hal ini pekerja migran Indonesia dari perlakuan pihak yang kuat (pengguna jasa). 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia lebih menekankan dan memberikan yang lebih besar kepada 

pemerintah dan mengurangi peran dalam penempatan dan pelindungan pekerja migran 

Indonesia. Undang-Undang ini juga memberikan pelindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja 

Migran Indonesia yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergabung 

dalam konsorsium asuransi dengan program pelindungan meliputi pelindungan 

prapenempatan, masa penempatan, dan purna penempatan.  

Peran pelindungan tersebut saat ini dialihkan dan dilaksanakan oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk risiko tertentu yang tidak tercakup dalam 

program Jaminan Sosial, BPJS dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta. 

Adapun pelindungan calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia 

bertujuan untuk: 

1. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan 

Pekerja Migran Indonesia;  

2. Menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran Indonesia dan 

keluarganya.41 

Salah satu sebab selama ini standar atau persyaratan kualifikasi bagi tenaga kerja 

dilakukan oleh penyelenggara penempatan tenaga kerja, bukan oleh pemerintah. Dalam hal 

ini memberi celah bagi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia membuat standar yang 

merugikan tenaga kerja migran, celah yang dimaksud adalah memberikan kekuasaan yang 

penuh bagi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia untuk membuat peraturan tentang tenaga 

kerja migran sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia sendiri dan 

kurang memperhatikan kepentingan tenaga kerja migrant.42 

Kelemahan sikap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia ini membuat pemerintah 

Indonesia menaruh perhatian bagi Tenaga Kerja Indonesia dengan cara menciptakan produk 

hukum baru mengenai Tenaga Kerja Indonesia. Pemerintah dalam menanggapi permasalahan 

 
41 Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia 
42 Roostiawati, Op. Cit., h. 25. 
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buruh migran atau Tenaga Kerja Indonesia dan sebagai upaya untuk memberikan 

perlindungan, maka berlakulah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 

C. Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Informal 

Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja 

Migran Dan Upaya Mengatasinya 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan tujuan 

bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan 

kesejahteraan umum. Konsekuensinya setiap WNI harus dibela dan dilindungi hak 

konstitusionalnya untuk memperoleh perlindu-ngan hukum dan memperoleh penghidupan 

yang layak tetapi kemampuan negara untuk menyediakan lapangan kerja sangat terbatas, 

sementara animo masyarakat untuk bekerja di luar negeri yang meningkat.43 

Pemerintah yang telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia belum mampu melindungi Pekerja Migran Indonesia 

di luar negeri secara maksimal. Meskipun begitu ini tidak berarti diperboleh-kannya 

ketiadaan perlindungan hukum apalagi instrumen internasional juga sudah mengatur hal 

ini,9diantaranya yaitu seperti diatur dalam Pasal 23 Universal Declaration of Human Rights 

butir (3), ”Everyone who works has the right to ust and favourable remuneration ensuring for 

himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, 

by other means of social protection”.44 

Kedudukan tenaga kerja yang tidak seimbang menempatkan pemerintah untuk 

memberi kedudukan seimbang bagi buruh migran melalui peraturan perundang-undangan 

yang menyeimbangkan kedudukan buruh dengan PJTKI. Tetapi anatomi UU memperlihatkan 

politik hukum pemerintah yang kurang berpihak pada bu-ruh migran internasional. Persoalan 

ini menjadi lebih rumit ketika UU P karena adanya cacat yuridis yang terjadi sejak awal 

pembentukan UU tersebut sehingga sulit dioperasionalkan.45  

Misal dalam aspek hukum kepidanaan, muncul ketentuan dalam Pasal 1 butir 15 yang 

menetapkan jika ‘orang adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum. Di lain pihak 

 
43 Subiyanto,”Peran Negara dalam Hubungan Tenaga Kerja di Indonesia” Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 

17 No. 6, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, 2011, h. 709. 
44 M. Fadhil Nurdin, dan Teti Asiana Guna-wan, “Kajian Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Jawa Barat di 

Saudi Arabia dan Hongkong Sebagai Ba-han Penyusunan PERDA”,Jurnal Sosiohumaniora, Vol.V No. 1, 2013, h. 5 
45 Sukanda Husain, “Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia” Jurnal Konstitusi, Vol. II No. 1, Fakul-tas 

Hukum Universitas Riau,2019, h.7; 



 
 

Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 2 Mei 2021 Page | 683 

dalam ketentuan pidana Pasal 102 dan 103 memberikan ancaman pidana bagi setiap orang, 

yang tentunya merujuk pada pengertian baik orang maupun badan hukum.46 Namun jika 

dilihat ternyata ketentuan pidana dalam Pasal 102 dan 102 karakter hukuman lebih ditujukan 

pada ‘orang perorangan”, tidak mencakup ancaman pidana bagi badan hukum, seperti: 

Pemimpin badan hukum, orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau yang 

menyuruh lakukan dengan pelaku secara bersama-sama. Jadi dapat disimpulkan jika UU ini 

tidak hendak memenjarakan pelaku badan hukum, tetapi hanya menjangkau orang 

perseorangan saja. Karakter ini menjadikan PJTKI sebagai badan hukum tidak mungkin 

dijatuhi pidana, meskipun UU itu mengaturnya. Undang-undang No. 39 tahun 2004 belum 

memberi efek preventif bagi pelanggaran yang dilakukan badan hukum.47 

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia diluar negeri, maka disini diperlukan peran aktif dari pemerintah 

bagaimana cara untuk bisa melindungi Pekerja Migran Indonesia tersebut tanpa adanya 

desakan dari pihak-pihak lain. Dalam rangka untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia 

tersebut juga memerlukan adanya peran serta dari berbagai pihak, seperti keluarga Pekerja 

Migran Indonesia, organisasi tenaga kerja, maupun pihak-pihak lain yang ada. Memberikan 

perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak hanya menjadi tugas dari 

Menteri Tenaga Kerja saja, akan tetapi juga menjadi tugas dari Menteri Luar Negeri.48 

Pemerintah Indonesia mengemban tanggung jawab yang sangat besar dalam 

memenuhi hak-hak warga negaranya. Memberikan hak-hak kepada warga negara bukan 

hanya tanggung jawab tertulis atas nama hukum semata, namun dilakukan atas nama 

kemanusiaan terutama pada isu perlindungan warga negara khususnya pekerja migran 

Indonesia. Permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran sangat membutuhkan perhatian 

khusus pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran agar para pekerja 

migran juga dapat melaksanakan pekerjaan dan mendapatkan kehidupan yang layak di negara 

tempat mereka bekerja.49  

Secara umum, pekerja migran merupakan kelompok rentan terhadap berbagai jenis 

pelanggaran Hak Asasi Manusia. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah para migran 

maupun pekerja migran bukan merupakan warga negara dari negara tempat mereka tinggal 

 
46 Tri Lisiani Prihatinah, “Legal Analysis on Interlink between International and National Instruments towards Women 

Rights in Indonesia” Jurnal Hukum Internasional, Vol. 8 No. 4,  2011, UI, h.742;  
47 Asri Wijayanti, “Kejahatan Korposasi dalam Pelaksanaan Hak Berserikat Buruh”,Jurnal Hukum Equality, Vol. 16 

No. 1, Universitas Sumatera Utara, 2011, h.24. 
48 Bambang Widiyahseno, Op.Cit¸h.119. 
49 Ibid, h.120. 
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dan bekerja sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah negara 

tersebut. Oleh sebab itu, perlindungan dari pemerintah negara asal menjadi sangat penting 

bagi kelangsungan hidup dan pemenuhan hak-hak para pekerja migran. Meskipun, pekerja 

migran telah dilindungi secara hukum internasional seperti Konvensi Internasional tentang 

Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya.50 

Kebijakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya 

untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh 

pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap 

memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta 

pemerataan kesempatan kerja dan penyedian tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan 

nasional.51 

Kebijakan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, merupakan program 

nasional sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta 

pengembangan kualitas sumber daya manusia. Penempatan pekerja migran Indonesia 

dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas 

kompetensi tenaga kerja dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, 

selama bekerja di luar negeri sampai tiba kembali di Indonesia. 52 

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjelaskan bahwa Penempatan tenaga kerja 

dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa 

diskriminasi. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada 

jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan 

dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. 

Berdasarkan hal di atas, maka pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memberikan 

perlindungan kepada pekerja migran dimulai dari tahap pra-penempatan, tahap penempatan, 

dan tahap purna penempatan. Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari tahap pra 

penempatan sampai purna penempatan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sangat menyoroti perlindungan pada semua tahap. 

Jika ditelaah, pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 bentuk perlindungan yang 

diberikan Pemerintah dan kelembagaan masih bersifat umum. Selain itu, adanya 

 
50 Suhartoyo, Op. Cit., h. 525. 
51 Suhartoyo, Op. Cit., h. 529. 
52 Ibid, h. 530. 
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ketidakseimbangan pemberian perlindungan antara Pemerintah dan PPTKIS. Dimana 

PPTKIS memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan perlindungan kepada 

pekerja migran. Hal ini dapat memberikan ruang bebas bagi para pihak yang tidak 

bertanggung jawab untuk melakukan penipuan atau kekerasan kepada pekerja migran karena 

tidak dimonitori langsung oleh Pemerintah. 53 

Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia mendominasi pemberian perlindungan kepada calon pekerja 

migran/pekerja migran dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Bentuk 

perlindungan yang diberikan pun bersifat spesifik dan menyentuh berbagai aspek seperti 

pemberian pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi pekerja migran. Adapun aspek lain 

yang dijangkau dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia yaitu perlindungan kepada pekerja migran dan keluarganya. Sebagaimana 

pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 belum menjamin perlindungan pekerja migran 

dan keluarganya. Sehingga, dapat dikatakan ada peningkatan dalam perlindungan pekerja 

migran dan keluarganya di semua aspek.54 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, terdapat distribusi tanggung jawab 

diantara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota/Kabupaten. Tanggung 

jawab, tugas, dan kewajiban Pemerintah tercantum dalam Pasal 5, 6, dan 7 Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yakni Pemerintah 

memiliki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan 

pada penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. 55 

Adapun tanggung jawab Pemerintah yaitu meningkatkan upaya perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia di luar negeri. Selain itu, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin 

hak-hak calon pekerja migran/pekerja migran baik yang berangkat melalui jalur pelaksana 

penempatan pekerja migran maupun jalur mandiri dapat terpenuhi, mengawasi pelaksanaan 

atau penyelenggaraan penempatan calon pekerja migran, membentuk dan mengambangkan 

sistem informasi penempatan calon pekerja migran di luar negeri, melakukan upaya 

diplomatik dalam memenuhi hak-hak dan perlindungan pekerja migran secara optimal di 

 
53 Ibid, h. 532. 
54 Bambang Widiyahseno, Op.Cit, h.210. 
55 Ibid, h.211. 
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negara tujuan, dan memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia dari masa pra 

penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. 

Pemerintah dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja migran yang 

bekerja di luar negeri bekerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti Kementerian 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Nasional Penempatan 

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), serta sektor swasta seperti Pelaksana 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). 

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenaker) dalam penempatan dan 

perlindungan pekerja migran di luar negeri,  mempunyai beberapa fungsi seperti untuk 

pemantauan legalisasi Perjanjian Kerja Sama Penempatan antara PPTKIS dengan Mitra 

Usaha atau Pengguna, Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja Indonesia antara PPTKIS dengan 

calon Tenaga Kerja Indonesia dan Perjanjian Kerja antara Tenaga Kerja Indonesia dengan 

Pengguna, dan beberapa fungsi lainnya (Permenakertrans Nomor Per.12/Men/X/2011 tentang 

atase ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan pada perwakilan RI di Luar Negeri, 

Pasal 7). Selain Kemenaker, instansi pemerintah lainnya yang berperan penting untuk 

melindungi pekerja migran di luar negeri adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). 

Berbeda dengan Kemenaker, jangkauan perlindungan Kemenlu lebih luas, artinya Kemenlu 

membantu Pemerintah tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja migran namun 

kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI). 

Pemerintah ini memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh WNI 

yang bermasalah di luar negeri termasuk pekerja migran. Selain Kementerian Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi dan Kementerian Luar Negeri, terdapat lembaga Pemerintah non 

kementerian yaitu BNP2TKI yang berwenang untuk penyelenggaraan program penempatan 

dan perlindungan pekerja migran di luar negeri. Lembaga ini sangat mendorong sosialisasi 

program Penempatan dan Perlindungan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri (PPTKLN) ke seluruh wilayah Indonesia bekerjasama dengan Keterbukaan Informasi 

Publik (Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: Per.14/KA/2010 tentang Kepala Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia). Tanggung jawab BNP2TKI dalam 

penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri terkandung dalam Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri. Adapun PPTKIS yang merupakan badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis 
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dari Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar 

negeri.56 

Tanggung jawab penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kementerian Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi, Kantor Perwakilan RI, BNP2TKI, dan PPTKIS yang tertulis dalam 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri). Pada tahun 2017, Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 

Luar Negeri secara resmi digantikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

 

IV. KESIMPULAN 

1. Pengaturan penempatan pekerja migran Indonesia  adalah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan adalah Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia Di Luar Negeri.  

2. Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia informal menurut Undang Undang 

Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran  beserta aturan turunannya 

n menjadi pegangan bagi atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat luar negeri yang 

ditunjuk. Namun, hal ini tidaklah mudah mengingat kompleksitas perlindungan pekerja 

migran Indonesia di luar negeri sangat beragam, serta dapat muncul hal-hal yang tidak 

terduga sebelumnya.  

3. Hambatan dalam memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia informal menurut 

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran adalah 

lemahnya pengawasan sejalan dengan struktur pemerintahan antara pemerintah pusat 

kementerian tenaga kerja sebagai penerbit izin dengan dinas sektoral ketenagkerjaan di 

daerah, kebijakan perlindungan hukum masih belum jelas terkait pelanggaran pidana 

maupun administratif yang sering terjadi.  Upaya yang dilakuan untuk mengatasi 

 
56 Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: Per.14/KA/2010, h.4 
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hambatan yang terjadi adalah dengan membuat landasan hukum yang kuat dan dukungan, 

koordinasi serta sinergi seluruh instansi, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah 

(propinsi dan kabupaten/kota), maupun perusahaan pengerah tenaga kerja dan agency di 

negara penempatan. 
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